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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Perkawinan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan 

secara Islam tanpa adanya pencatatan secara resmi di depan Pegawai Pencatat 

Nikah. Perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah secara 

hukum karena pernikahan ini tidak tercatat pada negara, meskipun dalam 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat agama. Perkawinan yang tidak 

tercatat akan menimbulkan hal negatif bagi pasangan suami istri maupun bagi 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga sudah sepatutnya setiap 

perkawinan itu dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami dan istri), 

termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan 

dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dan anak-anak yang dilahirkan. Pernikahan yang tidak tercatat dapat 

disahkan melalui isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, namun 

terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan 

isbat nikah. 

Isbat nikah merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk 

mengesahkan pernikahannya yang tidak tercatat pada negara, namun terkadang 

isbat nikah disalahgunakan oleh masyarakat dalam melakukan penyelundupan 

hukum. Akibatnya, apabila terdapat gugatan pembatalan isbat nikah oleh pihak 
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ketiga, maka isbat nikah tersebut dapat dibatalkan dan akan menimbulkan 

akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan isbat nikah dapat 

berupa status perkawinan suami dan istri tidak sah secara negara sehingga 

perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, istri tidak bisa menuntut nafkah, istri 

tidak dapat menuntut pembagian harta, dan anak yang lahir dari perkawinan ini 

akan sulit mendapatkan hak waris. 

Perkara pembatalan penetapan isbat nikah Nomor 

1376/Pdt.G/2022/PA.Sby merupakan gugatan pembatalan yang diajukan oleh 

istri pertama almarhum suaminya melawan Tergugat selaku istri siri almarhum 

suaminya. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan Putusan 

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang 

Pengesahan Nikah Siri yang diajukan oleh Tergugat. Majelis Hakim menilai 

bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama Surabaya, terdapat kebohongan data dan fakta yang diajukan oleh 

Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat membatalkan penetapan isbat nikah 

antara Tergugat dengan almarhum suaminya itu. 

Akibat dari adanya pembatalan penetapan isbat nikah ini membuat 

Tergugat tidak dapat menuntut hak pembagian harta dan anak-anaknya juga 

tidak mendapatkan hak waris karena anak-anak yang lahir dari perkawinan ini 

dianggap sebagai anak luar kawin. Apabila anak-anak Tergugat ingin 

mendapatkan hak waris, maka hanya bisa dilakukan melalui wasiat wajibah. 
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4.2 Saran 

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pencatatan pernikahan agar pernikahan itu tidak menimbulkan 

akibat hukum bagi pasangan suami istri maupun anak-anaknya. 

2. Pengajuan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat 

berindikasi adanya penyelundupan hukum untuk memudahkan poligami 

tanpa prosedur yang sesuai guna memperoleh hak waris. Oleh karena itu, 

Hakim Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati dalam menangani 

perkara permohonan isbat nikah. 

3. Sebaiknya pemerintah mengatur sanksi yang tegas apabila dilakukan 

penyelundupan hukum dalam pengajuan isbat nikah karena pada 

hakikatnya, isbat nikah digunakan untuk membantu masyarakat dalam 

mengesahkan pernikahannya, bukan untuk penyelundupan hukum.  
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